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BUPATI BONE

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR %% TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah
Kab. Bone Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yang mengatur Bea Perolehan
Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu pajak
daerah yang menjadi kewenangan daerah untuk
dikelola;

bahwa sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab.
Bone Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan;
bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan;
Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat IT di Sulawesi
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara- Republik
Indonesia Nomor 1822 );

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2013 );

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi peraturan pajak ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736 );

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan surat Paksa ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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3686 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 19 Tahun 2000 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987 );
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4189 );
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lerabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4386 );

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 7 tahun 2021 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 );
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan, Peraturan Perundang-Undangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1359 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143 };

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung jawab
Pengelolaan Keuangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4432); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5491);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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4959 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6525 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara
Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5772 );

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan PPAT ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3746) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893 );
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan dengan
Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4049 ) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 135 Tahun
2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247 );
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883 );

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
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Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara dan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738 );

23. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834 );

24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahurn 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858 );

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Air Tanah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4859 );

26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881 };

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 / PMK.07 /
2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga
Internasional yang tidak dikenakan BPHTB;

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 / PMK.07 /
2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga
Internasional yang tidak dikenakan PBB Pedesaan dan
Perkotaan;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2008 Nomor 10 ); dan

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BAB 1




5.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
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Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan, yang
selanjutnya disebut BPHTB.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk
bak pengeiolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud
dalam undang - undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, persercan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara ( BUMN ), atau badan
usaha milik daerah ( BUMD ) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumnpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi,
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak berwenang
menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.
Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.
Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang
menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas
kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa
surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, suerta ahli waris dan
lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.

Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat
SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untukmelakukanpembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas
Daerah ata) tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan
sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan paiak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumiah
pajak yang masih harus dibayar.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk menegur atau
memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen
legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari
satu pihak ke pihak lain.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya. Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disingkat
PPAT adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-
akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian

proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan

melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:

a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan;

b. prosedur pembayaran BPHTB;

c. prosedur Penelitian SSPD BPHTB;

d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan /atau
Bangunan;

e. prosedur pelaporan BPHTB;

f. prosedur penagihan; dan

g. prosedur pengurangan.

Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah

prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah

dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang

Wajib Pajak.

Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan

oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.

Prosedur penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢ adalah prosedur verifikasi yang dilakukan (Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bone atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB

dan dokumen pendukung.

Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah
prosedur pendaftaran akta ke Kepala Kantor Pertanahan dan penerbitan
akta oleh PPAT.

Prosedur Pelaporan Bea Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurut e adalah prosedur pelaporan realisasi
penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) haruf f adalah




53

prosedur penetapan STFD BPHTB, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat
Teguran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.

(9) Prosedur Penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan
/ penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan Wajib
Pajak.

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan system dan prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Badan Pendapatan Daerah harus mempersiapkan fungsi
yang dibutuhkan, meliputi :

a. Fungsi pelayanan;
b. Fungsi data dan informasi; dan
c. Fungsi pembukuan dan pelaporan.

(2) Funsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas
melakukan interaksi dengan Wajib Pajak dalam tahapan tahapan
pemungutan BPHTB seperti dalam peroses penelitian SSPD dan peroses
pengurangan BPHTB.

(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b
bertugas untuk mengelolah data base terkait objek pajak.

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ bertugas untuk menyiapkan laporan realisasi penerimaan
BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak pihak lain yang
ditunjuk.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian pertama
Pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan

Pasal 4
(1) Wajib pajak mengurus akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan melalui PPAT dan/atau pejabat lelang sesuai peraturan
perundangan;
(2) PPAT dan/atau pejabat lelang melakukan penelitian atas objek pajak
yang haknya dialihkan.

Pasal 5
(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh
PPAT.
(2) Tata cara pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan adalah sebagaiman dalam lampiran I yang tidak terpisahkan
dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
Pembayaran BPHTB

Pasal 6

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan
menggunakan SSPD BPHTB.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib
Pajak melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk atau Bendahara
Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

(3) Tata Cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.




Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7
(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah
(NTPD /SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah;
- Fotokopi identitas wajib pajak (dapat berupa kartu tanda
penduduk/surat izin mengernudi/paspor);
- Surat kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi kartu keluarga atau surat keterangan hubungan keluarga
(dalam hal transaksi waris);
- Fotokopi identitas kuasa wajib pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.
(4) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan pemeriksaan lapangan.
(5) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8
(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran
pemindaha Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan.
(2) Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dapat melakukan kerjasama
dengan Kantor Pertanahan dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak.
(3) Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 9

(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang
realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli
Daerah ( PAD)

Pasal 10

(1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB
berdasarkan dokumen - dokumen dari Bank dan/atau Bendahara
Penerimaan dan/atau PPAT.

(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan
BPHTB dari bank yang ditunjuk / Bendahara Penerimaan paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat
Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam
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lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11
(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang
belum dibayar oleh Wajib Pajak.
(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKB BPHTB dan/atau
SKPDKBT.

(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

(4) Tata cara Penagihan BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran VI
yangtidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12
(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan
kepada Fungsi Pelayanan untuk diteliti.
(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
FASILITASI

Pasal 13

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone melakukan fasilitasi
Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup
mengkoordinasikan, menyempurnakan Lampiran-Lampiran sesuai
dengan Kketentuan perundang undangan, melaksanakan sosialisasi.
supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk
kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam
Keputusan Bupati tersendiri.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 15
(1) Bupati dapat memberikan penghargaan pada:

a. Wajib Pajak yang tertib dan taat dalam melakukan pembayaran
Pajak ;

b. aparatur sipil negara dan masyarakat yang berjasa, berkontribusi dan
berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Daerah melalui
Pajak; dan/atau

c. instansi yang berjasa berkontribusi dan berperan aktif dalam
meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Pajak .

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
dalam bentuk:

a. piagam;
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b. sertifikat;

c¢. Pemberian stiker atau pamplet, spanduk atau pengumuman di
media massa bahwa Wajib Pajak telah tertib dan taat dalam
melakukan pembayaran Pajak;

d. uang; dan/atau

e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak.
(2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri
atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 17

(1) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
Wajib Pajak yang merugikan keuangan Daerah dapat dikenakan sanksi
administratif berupa pemasangan tanda/stiker, spanduk pada objek
Pajak dan pemuatan pada media massa baik cetak maupun elektronik.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan
efisiensi penyelenggaraan Pajak.

Pasal 19
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam

bentuk:

a. sosialisasi dan penyuluhan;

b. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam membayar Pajak;

c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak;
dan/atau

d. fasilitas mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah
di bidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat daerah terkait

Pasal 20

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam
bentuk:

a. pemantauan,

b. evaluasi secara berkala; dan/atau

c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 21

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan
untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas dalam
pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pajak.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui
perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pajak.




A

(3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan
pemantauan langsung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pajak.

Pasal 22
(1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana
dimaksud Pasal 20 huruf b dilakukan oleh perangkat Daerah yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan
bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait
(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran
penyelenggaraan Pajak.

Pasal 23
(1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf ¢ wajib ditindaklanjuti

oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Daerah di bidang pendapatan

(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam bentuk:

a. pengaduan langsung; dan/atau
b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bone
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone

3 SUDAH DITELITI OLEH , ;
i TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI Ditetapkan di Wataa‘fapone
PERUNDANG-UNDANGAN | pada tanggal, 26..%4..... 2024

. i
JH. T., M.5i .
1. Drs. HAMMUH.YAMIN A b Pj. BUPATI BONE,
2. ANWAR, 5.H., M.5i,, M.H.

3. AIRSAL MAHMUD, S.Hut,M.Si
4. RAMLI, S.H.

[
5. ANDI GUNAWAN, S.H., MH. !
: ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, .26.J4\..... 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE
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A. GUNADIL UKRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR 265.




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR  TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN
HAK ATAS TANAH DAN / ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai
dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada
Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai
pihak yang menyiapkan form SSPD dan BPHTB dan draf akta
pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan
memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan
hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan
mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di Kepala Kantor
Bidang Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak Selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BFHTB atas
hak
atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur
ini Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung
terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan
Keuangan
Daerah. Dalam prosedur ini, Badan Pendapatan Daerah
berkoordinasi dan
bekerjasama dengan PPAT dalam menyiapkan SSPD BPHTB.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT)
Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung
BPHTB
terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi
PPAT :
ialah camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan
berwenang untuk :
- Memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor

Bidang Pertanahan;
- Menyiapkan draf Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/Atau
bangunan; dan

4. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah
wewenangnya. Dalam prosedur ini, Kepala Kantor Pertanahan
menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek
pajak.




C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS
Langkah 1

Wajib Pajak ( selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan )
menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa
surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris dan lain -
lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak
atas kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen ini juga dapat
disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib
Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri

dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

Langkah 2

PPAT menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen pendukung
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu
memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. jika dokumen
pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan
permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor
Pertanahan.

Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Pertanahan menyediakan
data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak.
Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.

Langkah 4

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan. PPAT
kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan
dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan
data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Jika diperlukan,
PPAT dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan
observasi lapangan.

Langkah 5
PAT menyiapkan draft/Akta Pemindahan hak atas tanah dan/atau
Bangunan Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas
tanah dan/atau Bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT
kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

Langkah 6
Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir SSPD
BPHTB dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Langkah 7

Setalah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi,
maka PPAT menghitung nilai BPHTB terutang PPAT kemudian mengisi
informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir SSPD
BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT
lalu menandatangani SSPD BPHTB. SSPD BPHTB merupakan surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan. SSPD BPHTB terdiri atas 6 lembar,




dengan perincian sebagai berikut :

>
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Lembar 1 :

Untuk Wajib Pajak.

Lembar 2:

Untuk PPAT sebagi arsip.

Lembar 3:

Untuk Kantor Pertanahan sebagai Lampiran permohonan
pendaftaran.

Lembar 4:

Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian
SSPD

BPHTB.

Lembar 5:

Untuk Bank yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
Lembar 6:

Untuk Bank yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan sebagai
laporan

kepada Fungsi Pembukuan / Pelaporan.

Langkah 8:

PPAT menyerahkan SSPD BPHTB yang telah diisi kepada Wajib
Pajak.

Langkah 9:

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB yang telah diisi dari PPAT.




lampiran 1 a.

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PERDLAEHAN HAK ATAS G

ANAH DAN BANGUNAN

( SSPD - BPHTB )

Lembar 1

Umuk Wajils Pajak

BERFUNGS! SABAGAI SURAT PEM

BERITAHUAN OBIEK PAJAK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN { SPOP PBRE )

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

PERHATIAN

L Bigminn petusiie nrmastaan DAGH HIEMAN SERNANE T 101 TEHETIR BRNLE)

Noma Wajib Paak
7 NEWP

3 Alamat Wajib Faak

||

4 Kelurahan / Desa

5 RT/Aw:

£ Kecamatan

7 Kabupater [ Kota

8. Kode Pos

Nomor Objek Pajak { NOP | PBR

2 ietok Tanah dun gtaéu Banguran

N

L1

L]

3 Kelurahan / Desa

4 8TRW

5 Kecamatan

&, Rabupaten | Kota

Perhitungan MJOP PBB
e RIS PAA S )
it aan [ ditsi luas tanah dan atau banguatan vang { Glisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya s X NJOP /6l
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Tanah { Ao | 7 mi 4 il Angka 7 x anpka 4
Bangunan B m'} 10 12 acpka 8 x angka 10
NIOF PRf 13 angka 11 + angha 12
15 renis perofehan hak atas dar atau bangunan ED 14, Harga trarsakasi | ol pasar
16 homor Sectfikat
C  BERHITUNGAN REHTR { Hanya ditsi berdasarkan perhitungan Waih Pajak |
1 hiar PetOhetian Ok Pagak { NIO? | iempe hatihen o pada 313 dan B.14 ife Rp
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajok { NPOPTHP | 21 e Rp
3 Nilsi Perciehan Dtyek Pagak Rena Paak | REOPK? | angka ¥ avgka e Ay
4 Hea Perobehan Hok Aros Tanah dan Bargunan yang Tevutang 5%x uhgha 3 41« Ffp
D Jumlsh Setoran berdasarkan
B a Perhitungan Wajib Pajak
b STPD BPHTA [ SKPD KURANG BAYAR / SKPD
Waikiion Tatgpa

.
5

KiiaNG RAYAR Thmbanal

Vergurangan dutung sendir merad

(1]

W berdasarkan feratunan SUH Ao

JUMLAK YAMG DISETOR | dengar angka |

L

{ berdasarkon pethitunza ¢.¢ dan glinan di D

{dengan huryf )

Z

¥4

£,

#~

T L,
WAIB PAIAK / PENYETOR

namp lergkap dan tandas tangan

MENGETAHU!

FPAT [ ROTARIS

nama lengkap, stempet dant tangan

DITERIMA& OLEH
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTE

Tonggal < i

Telah diverifikag

BADAN PENDAPATAN DACRAH KAB. BONE

nama lengkap, stempet fan ttangar

natea lengkap, stempel dan & tangan

hanya duisi oleh

Petugas Bapenda SOP PEB baru

Nomor Dokumen

LY EEF L

BRESEE

A

Lot}

LEd Edld |

BEESRER

Ldd

SENERER




fampiran 1 b,

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLAFHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
{ SSPD - BPHTB )

Lembar 2

Untuk PPAT / Motarsy

BERFUNGSI SABAGAT SURAT PEMBERITAHUAN OBIEX PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN { SPOP PHE }

Senagam Arsp

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

PERHATIAN © sacanm DRI BoaEIRing nafs HATAMAN HETEANE W I Tacelin aantig

A 1 Nama Wajb Pajak ! I [ i
7 NPWP
1 Alsmat Wajib Pajak
4 Kelwrahan [ Desa 5 RT /RW - K Mpramatan -
7 Kabupaten / Kota B. ode Pos |
o 1 samor bk 0 o M IO Tl
2 Letak Tansh dan stuu Baciunan
3 Kelurahan / Dosa 4, RT/RW
5 Kecamatan 5. Kabupaten / Kota
Perhitungan MIOF PER
Hans ML BAR J mP
uradan [ diisi fuas tanah dan atau bangunan yang { ditst berdasarkan SPPT PBB tahun terjatinya luss » KiOP [ mi2
haknya diperofeh | peralehan hak / Tabun
Tanah { Bumny | 7 mil 9 it anpka 7 % angia 9
Bangunan 8 w’} 10 12 aika 8 x angha 10
NiOP PRR 11 angka 11+ angka 12
15 Jends peraleban hak atas dan atau banguran EE] 14, Harga transakasi / nila: pasac [{
16 Nomor Sertifikat @
C  PERHITUNGAN BPHTR { Hanya ditsi berdasarkan perhitungan Wajih Pajak |
1 Nitai Pevoiehon Objek Pajek { NSOF | metper batkan mis peda 3.13 dan §.14 1] e fu
2 Nilai Peralehan Objek Pajek Tidak Kena Pajak { NPOPTXP | 2l e ko
3 Ml Percaetian Dbgek Paak Keva Paak { NPOPKF augha 1 angka ? 31 % Ap
4 Bea Perolebor ok Atas Tanob dun Bargunon yong Tenatang 5% angha 3 4] Ap
D Jumilah Setoran berdasarkan
D a  Perbitungan Waab Pajak
b 5TPD BPHTS / SKPD KURANG BAYAR / SKPD
Tanpaak

Kl RANG RAehA TabBARAN ) I G

HRnguUrIngan Shitunyg Lentin e w derdasarkan Feraturan RO ho

[T]

00

JUMLAK YANG DISETOR | déngan angka | { dengan borvt 1

lre | ok

r

$Hhoy

i berdasarkan perhitunga ¢4 dan gekhan

£

>

S, ©. . O MENGETAMLI ; IATERIMA OLEH

WALIB PAJAK / PENYETOR TEMPAT PEMBAYARAN BPHTE

PPAT { NOTARIS
Torggd i

felah divertikas:

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BONE

nama lenghap dar tonda tangan nama lenghap, stempel dan? mrgan nama lengkap, stempet dao 1 langan

nama lenghap, stempel dian & sangan

LT D3 Do il

hanva diis oleh Nomor Dokumen

L1 ]

Petugas Bapenda

L]

3 VR O

NOP P88 bary -

F L) L




CONTOH PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB (dibalik SSPD BPHTB)

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar . Lembar pertama diterima wajip pajak (WP) sebagai
bukti pembayaran , lembar kedua diterima PPAT, lembar ketiga diterima kepala kantor
pertanahan kabupaten bone: lembar keempat diterima fungsi pelayanan melalui wajib pajak

(WP) lembar kelima diterima bank yang ditunjuk, dan lembar keenam diterima bendahara

penerimaan .
» |stilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak capital atau dibuat.
Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan ha katas tanah dana
tau bangunan

Formulir ini dapat juga dugunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau

pengungkapan ketidak benaran WP.

CARA PENGISIAN
Badan pendapatan daerah diisi dengan pendapatan daerah yang diwilayah kerjanya yang
meliputi letak tanah dan atu bangunan
HURUF A Diisi dengan data WP
Angka 1 s.d angka b cukup jelas

HURUF B Diisi dengan data dan jenis perolehan ha katas tanah atau bangunan
Angka 1 diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atas tanah dan

atu bangunan yang bersangkutan.
Angka 2 s.d angka 6 diisi dengan letak tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh .
Angka 7 s.d angka 13 merupakan lebel untuk perhitungan NJOP PBB atas tanah dana tau
bangunan yang haknya diperoleh pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan tahun SPPT PBB
saat retjadinya perolehan .
Dalam hal NJOP PBB berkas ditetetapkan belum ada SPPT PBB angka 9 dan angka 10 diisi
berdasarkan surat keterangan NJOP PBB yang disertakan oleh Kepala Kantor Pelayanan
PBB/KPP pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan atas permohonan
WP.

Angka 14 diisi dengan harga transaksi yang terjadi hanya transaksi yang tercantum

dalam risalah
Angka 15 diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai

berikut :




Jenis perolehan hak kode Jenis perolehan hak kode lenis perolehan hak Kode
- Pemindahan hak - Pemasukan dalam peseroan/dalam 06 - Pemekaran usaha 12
- Jual Beli 01 hukum lainnya - Hadiah 13
- Tukar Menukar 02 = Pemisahan hak yang mengakibatkan 07 - Perolehan hak rumah sederhana sehat dan RSS | 14
= Hibah 03 - Penunjukan pembeli dalam lelang melalui KPR bersubsidi
- Hibah Wasiat 04 - Pelaksanan putusan hakim yang 08 - Pembelian hak baru 15
- Waslat 05 mempunyai kekuatan hukum tetap 09 - Pemberian hak baru sebagai kelanjutan 16
= Penggabungan usaha pelepasan hak
- Pelebaran usaha 10 - Pemberian hak baru diluar pelepasan hak 17
11

HURUF C

HURUF D

Dalam hal perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RSH) sebagaimana
diatur dalam keputusan mentri pemukiman dan prasarana wilayah No. 24/KPTS/2003
tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi
perumahan sebagai mana telah di ubah dengan keputusan mentri pemukiman dan
prasarana wilayah No. 20 KPTSM/2004 dan rumah susun sederhana yang dilakukan melalui
kredit pemukiman rumah subsidi ( KPR ) yang pembangunannya mengacu pada peraturan
mentri pekerjaan umum No. 60/PRT/1992 tentang persyaratan tehnis pembangunan
rumah susun. Angka 16 diisi dengan nomor srtifikat atas tanah dan atau bangunan
bersangkutan.

Diisi dengan perhitungan Bea perolehan ha katas tanah dan /atau bangunan BPHTB dan

WP. Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD /BPHTB/SKPOB

kurang bayar tambahan sebagaimana huruf D,B atau berdsarkan huruf D.d maka huruf ¢

tidak perlu diisi .

Angka 1 nilai perolehan objek pajak (NJOP) diisi dengan menyeimbangkan NJOP PBB
dengan harga transaksi nilai objek pajak . dalam hal harga tranksaksi /nilai
pasar objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB sebagai
dasar perhitungan .

Angka 2 diisi sesui dengan besarnya NPOPTKP untuik kabupaten bone yang
bersangkutan yang di tetapkan bupati (informasi mengenai besarnya
NPOPTKP dapat diperoleh melalu badan pendapatan daerah setempat .
Angka 3 cukup jelas

Angka 4 diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka tiga ) dengan tariffpajak
sebesar 5% (sesuai pasal 67 perda No 1 tahun 2011.

Diisi dengan memberi tanda x pada kotak yang diisi sesuai denan dasar seorang WP

melakukan setoran pajak.

Huruf a jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf

Huruf b jika setoran yang dilakukan tidak menggunakan di huruf ¢, tetapi
menggunakan surat tagihan pajak daerah BPHTB (STPD BPHTB) surat
ketetapan pan pajak daerah pajak daerah BPHTB kurang bayar (SKPDB
kurang bayar ) atau surat ketetapan pajak daerah BPHTB kurang bayar
tambahan (SKPDB kurang bayar tambahan)

Huruf ¢ jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dan
jumlah yang seharusnya ada di huruf c diisi dengan persentasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Hurufd jika terdapat dasar/ketentuan lain selisi huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf

seperti setoran berdasarkan SKPOB pembetulan/SKPDB keberatan putusan
banding putusan lain yang menyebabka jumlah pajak yang harus dibayar
berbeda dengan yang tertera di huruf ¢




BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DI SETOR
diisi dengan memperhatikan huruf c-4 dan pilihan HURUF D
- lJika D — a dipilih maka jumlah setoran menggunakan c-4
- Jika D - b dipilih maka j8mlah setoran sama nilai yang dinyatakan diD-b
- Jika D - c dipilih maka jumlah setoran menggunakan c-4 dikalikan dengan persentasi yang
dinyatakan di D -c
- lika D —d dipilih maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dibayarkan di D - d

Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf ( pada bagian yang di
arsip)

Catatan :
Dalam hal BPHTB yang seharusnya tentang nihil (nol) maka WP tetap mengisi SSPB
BPHTB dengan memberikan keterangan NIHIL pada bagian JUMLAH SETORAN SSPD
BPHTB nihil cukup diketahui oleh PPA notaris dengan menanda tangani yang telah
disediakan WP tidak perlu ke bank yang ditunjuk bendahara penerimaan




Lampiran: 1.c

Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

tanda tangan

—

No Uraian Wajib Pajak Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kantor
Selaku Penerima Pajak Pertanahan
1. Wajib pajak  (penerima Hak ) mengurus
perolehan atas tanah dan atau bangunan ke | | Mengurus Dokumen terkait
PPAT dengan menyerahkan dokumen terkait | | perolehan ha —>| Perolehan Hak Atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan . katas Tanah dan Tanah dan bangunan
Atau Bangunan
PPAT menerima dokumen prolehan hak dari | | ke PPAT \
2 wajip pajak PPAT kemudian memeriksa data
mengenai  objek pajak ke Kepala Kantor Memeriksa data
Pertanahan . terkeit objek pak ke
Kepala Kantor l A4
Kepala Kantor Bidang Pertanahan Pertanahan s ;
3. | menyediakan data yang dibutuhkan oleh PPAT | e
terkait pemeriksaan objek pajak. | terkait pemeriksaan
PPAT menyusun Draf Akta Pemindahan Ha Menyusun Draf Akta i
4. katas Tanah dan/atau bangunan. pemindahan Hak atas tanah |
dan_atau bangunan <
PPAT kemudian menyimpan Draf  Akta
5 Pemindahan Hak  atasTanah  dan/atau E \],
hamguoe . Penyediaan | | s
i Draf Akta pemindahan Ha A
Berdasarkan prosedur yang berjalan , PPAT Fggr;lu)l_lr ‘ atas tanah dana tau Arsip
6. menerima formulir SSPD — BPHTB dari Badan | Bangunan >
Pendapatan Daerah Kabupaten Bone BPHTB i \l,
i
PPAT  menghitung BPHTB  terutang,
g menyiapkan SSPD - BPHTB. A 4 Menghitung BPHTB
. . terutang menyiapkan SSPD-
WP bersama- sama dengan PPAT kemudian Pgrm ?%P Eﬁ) BPHTB & menanda tangani
menandatangani SSPD-BPHTB. EHLD SSPD-BPHTB
lembar)
- __//mﬂ .
Lembar 6
\
| s - B B
WP dan PPAT R




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR  TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA
HAK ATAS TANAH DAN / ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah/atau bangunan
merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB
terutang melalui Bank yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan.

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan
pembayaran dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui bank
yang ditunjuk atau secara tunai melaiui Bendahara Penerimaan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak Selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan SSPD BPHTB sebagai dasar bagi Wajib
Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan
perhitungan.

3. Bank yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib
Pajak. Dalam prosedur ini bank yang ditunjuk / Bendahara

Penerimaan berwenang untuk :

- menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;

- memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;

- mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap / kurang;
- menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan

- mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.

C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS

Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima SSPD BPHTB yang
telah diisi. SSPD BPHTB merupakan Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan
data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
SSPD BPHTB terdiri dari 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut :
* Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak.
= Lembar 2:
Untuk PPAT sebagi arsip.
* Lembar 3:
Untuk Kantor Pertanahan sebagai Lampiran permohonan pendaftaran.
= Lembar 4 :
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD
BPHTB.




* Lembar 5:
Untuk Bank yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan sebagai arsip.

* Lembar 6:
Untuk Bank yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan sebagai laporan
kepada Fungsi Pembukuan / Pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT
menandatangani SSPD BPHTB tersebut.

Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang ditunjuk/Bendahara
Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan
BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan.




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR  TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH - BPHTB (SSPD - PHTB)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian SSPD BPHTB merupakan proses verifikasi kelengkapan
dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum SSPD BPHTB.
Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB
terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB melaui Bank yang Ditunjuk /
Bendahara Penerimaan. Penelitian SSPD BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di
Ding} Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. jika semua kelengkapan dan kesesuaian
data objek terpenuhi maka fungsi Pelayanan akan menandatangani SSPD BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak Selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi
Pelayanan atas SSPD BPHTB yang telah dibayarkan.
2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang
tercantum dalam SSPD BPHTB. Fungsi Pelayanan berwenang dan berfungsi
untuk :
e Meminta data terkait objek pajak kepada fungsi Pengelolaan dan informasi;
o memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak
yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
e menandatangani SSPD BPHTB yang telah diverifikasi.
3. Fungsi Pengolahan Data & Pelayanan
Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini
menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi
Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk :
e Mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenangnya;
dan
e Menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan.
C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hal. menyiapkan dokumen pendukung yang

dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri dari :

. SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah
( NTPD )/SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah { BPD )

« Fotokopi identitas Wajib Pajak ( dapat berupa Kartu Tanda Penduduk /Surat
Izin Mengemudi / Paspor });

« Surat Kuasa dari Wajib Pajak ( dalam hal dikuasakan );

« Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam
hal transaksi waris,

« TFotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak ( dalam hal dikuasakan );




* Fotokopi Kartu NPWP;

* Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak
kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD
BPHTB ( lembar 4 ), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD
BPHTB ( lembar 4 ), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan
kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan Formulir
Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan

mengisi dart menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan
Data & Informasi.

Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi
Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data & Informasi menarik data yang dibutubkan
ari sistem database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian
mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi
Pengolahan Data & Informasi lalu menyerahkan.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek
pajak dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Fungsi Pelayanan kemudian
memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan Dokurnen
pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan
data & Informasi. Dalam kondisi tertentu, Badan Pendapatan Daerah berhak
melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil.
Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan
kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan
menandatangani SSPD BPHTB ( lembar 1, 2, 3, dan 4 ). Fungsi Pelayanan
mengarsip SSPD BPHTB ( lembar 4 ) sebagai dokumentasi. Fungsi pelayanan lalu
menyerahkan SSPD BPHTB ( lembar 1, 2, dan 3 ) kepada Wajib Pajak.

Langkah 6
Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB ( lembar 1, 2, 3, dan 4 ) dari Fungsi
Pelayanan.

{ SUDAH DITELITI OLEH Pj. BYRATI BONE,

TiM HARMONISAS! DAN SINKRONISASI

N ERUNDANG-UNDANGAN .
I3 Dre. HAMUH.YAMIN AT, MSi -~ R

L

¥ e secrsmrsre e

AR, S.H., M.Si, M.H.

AL MAHMUD, S.HUt,M.Si - ANDI \SLAMUDDIN

ALL, S.H. &
| 5. ANDI GUNAWAN, S.H, MH. ’ﬂ .
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lampiran 1 d.

SURAT SETORAN PAIAK DAERAH
BEA PERULAEHAN HAK ATAS TANARH DAN BANGUNAN
{ SSPD - BPHTB )

BERFUNGSI SABAGA! SURAT PEMBERITAHUAN UBIEK PAIAK
PAJAK BUM! DAN BANGUNAN { SPOP PEB }

Lembar 4
Untuk BAPENDA

Draladn Proses Punelingn

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

PERHATIAN

. Bacaith peitmiiy DpAgican DARs Muiaman peiEvaeg semnar i terienen danh)

1 Nama Wopb Pajok [

[ 1

;o ONEwE

3 Alamas Waih Pajak

4 Keluraban f Desa

5 &Y { AW -

& Kecamatan

7 Kabupaten / Xota

8. Kode Pos -

1 Nomor Objek Pajak { NOP | PBB

2 Letak Tanah dan atau Bangunan

XN -

3 Keturahan / Desa

& RT/RW

5 Kecamatan

. Kabupaten / Kota

Perhitungan NJOP PRB

2]

(=3

O0mo

FEngurangar bt sendirs menad

s W AR )
uratan { diisi luas tanah dan atau bangunan vang { ditsd ber disarkan SPPT PBB tabun teciadinys faas 5 NJOP f 2
haknya diperoteh | perotehan hak / Tahun
Tanah { tumi | 7 i 1 angka 7« atpks 9
Bangursan 8 mi 0 2 wrgtha & o angka 10
NIOR PRA 13 angka 11 + angka 12
15 lenis perofehan hak atas dan atau bangunan Dj 14, rarga transakas: / nifa pasar i
16 Nomor Setufikat @
€ PERHITUNGAN BPHTE [ Hanya dilki berdasarkan perbirungan Waiih Pajak )
i Nila Pedolenan Obiek Pasak { NIOP | memperbatikan viksi pods 2,13 don 8,14 I{® Rpg
2 Nilak Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP | 2 e Rp
3 Nalad Pevadehan Qneh Dok Kaa Pagh | NPOPKT | Bugha 1 aigha 7 3j % Ag
4 Bea Perotehan Bk Atas Tansh dan Serguoan yang Terutang 5% x argha 3 41« Rg
O lumlal Setoran beedasiakan
a  Pertitungan Wasb faak
STPD BPHTE / SKPD KLRANG BAYAR / SKPD
NURANG BAYAR TAMBAHAN 7 e Tatigo

L1

= perdacarkan Feraiurae RDH No:

JUMLAM YANG DMSETOS { denganr aogks )

{ dengan bueuf ) -

s

} i

{ berdasarkan perbitunga .4 dan gk

4

ahandi U )

Z

g

O e
WALB PAJAK / PENYETOR

nama lengkap dan tands tangan

MENGETARUI, DITERIMA QLEM

PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTR

Tonggot

Yedah diveritikasi

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAR BONE

narns iengkap, stempel den 1 tangan nama lengkap stemped dan 1. Taogan

nama engkap, stemped dan & tangan

hanya diist oleh

Petugas Bapenda

Momor Dokumen

NOP PES baru

I fl oI i

=

LI LG it LRl 31

EBERE S




lampiran e,

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PERDLAEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
{ SSPD - BPHTB )

Lembar 5

Lintuk Bank yang dituniuk

BERFUNGS! SABAGA! SURAT PEMBERITAHUAN OBRIEX PAJAK
PAJAK BLIMI DAN BANGUNAN { SPOP PES )

APrutAnAra Fenermaan

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

PERHATIAN

BOansty DOTUAR [rngioamn pna MATAmMEn TaakEng HITITar in tertenin aangi

1 Nama Waiib Pajak 1

]

/7 NPWP

3 Alwmvat Waph Paak

4 Kelurahan [ Desa 5 RT/RW

fi. Kecamatan

7 Kabupaten / Kota

8. Kode Pos

I Nomor Objek Pajak [ NOP | PBB

2 Letak Tanah dur atau Samunan

Ly edt v} £

3 Kelwrahan / Desa 4 RT/RW

2 Kecamatan &, Rabupaten f Kot

Perhitungan NJOP 9BB

pax Ripe Bad Fen )

uralan { diisi luas tanak dan stau banguinad vang | dilal berdasarkan 5PPT PRB tahun teriudinye

lsas w MiOP /w2

haknva diperoieh } pergiehan hak / Tahur

Tanah ( Aumi § 7 mi 4

I anpka 7« angka R

Banguran £ atl 10

12 atgha 8 4 avghs 10

NP PRA

L]

15 Jenis perolehan hak atas dan atau bargunan 14, Harga transakash ! mla pasar

16 Namor Sertifikat @

13 angka 11 « anghka 12

C

PERMITUNGAN BPHTR ( Hanya dilsi berdasarkan perhitungan Wailh Pajak |

1 Nidai Perolehion Objek Pajak { NIOP | imempérbaukan vilel peda 813 den .14

2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP )

e

3 Nebdi Pérolenan Olpes Pagah <ena Pa@ab { KO0 | angha 1 angha S

4 Beu Perolehan Hak Atas Taoak dar Sangunan yang Terutang 556 w aivgka 3

i9]

Jumilab Setorae becdesarkan
| i 3 Perhitungan Waph Pajak
Q b STPO BPHTE / SKPO LURANG BAYAR / SKPD
tiid

KUmOANG RAYAR TARARL-AN ) Peasvan

Tangpat

L1

2 Mengurangan dindong sengdin menad % Berdasackan Yeraturan A Mo

10

JIMEAH YANG DISETOR { dengan 2ngka | { dergan hurw )

IRD l /

S

{ berdasarkan perhitunga ¢4 dan piiban & B}

£

7

AR s MENGETAHU! | DHTERIMA OLEH

PPAT [ NOTARIS EMPAT PEMBAYARAN B8PHTE

WAJNIB PAJAK [ PENYETOR
Tanggo!

Telah drverdikast

BADAN PENDAPATAN DAERAH KB, BONE

rama lengkap dan tands tangan rama lengkap, stempet dan t tangan nama leagkap, stempel dan 1. tangan

aama lengkap, stempel dan @ angan

Ebad ] b L d i bl ]

hanya diisi oleh Nomor Dokumen :

L1l

b bibd L

Petugas Bapenda NOP PBE bary

bkt BLd |

EERLS L




jampiran 11.

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLAEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
( SSPD - BPHTB )

Lembar b

Untusk Bank yang ditunjuk /

BERFUNGS! SABAGAT SURAT PEMBERITAHUAN OBIEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN { SPOP bBE }

fendahary

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

SE RHAT;AN . Baratan metiedce pengiten nEss DpamEn INIRYEE IReNDEr o Yriphe danok!
¥ P pEng ; s

A 1 Nama Wajib Pajak : 1

7 ONPWE

3 Aamal Wajib Pajab

4 Kelurahan { Diesa 4 5 RY/RW -

£ Keeamatan

7 Kabupaten / Kota

8. Kode Pos

o 1 Nomor Obiek Fasak (07 1788 LEd i 0 1Al bil F Ll

Letak Tarmaih dar st Barguoan

g

b L1 EE0 1.

3 Kelurahon / Dess : 4, 8T/RW
5 Kecamatan t &, Kabupaten [ Kota
Perhitungan NiO#P PBS
fi MACp FRE
urakan [ disst luas tanah dan atau bangunan yang { glisd Berdasarkan SPPT PBB tahun tegadinya luas x NGOP [/ m2
haknaya dipgroteh | peroiehan hak / Tahun
Tanah { Sum | 7 mif 5 ri anpka 7w angka 9
| Banguunan 8 mT} 10 12 atgka 8« aagha 10
NiOP FRR 13 angka 11 + angka 12
15 Jends perolehan hak atas dan atau bangunan | E i 14, Harga transakast / nifal pasar i_
16 Nomor Sertifikat @
C PERHITLNGAN BPHTR { Hanya diisi berdasarkan parhitungan Wajih Pajak |
1 Nl Pevoledhan Objek Pajeh | NIOF | imemperhatken nilat pada B.13 dae 8.14 ije Ry
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP } 21 e Fp
3 Nila Povelehan Ohjek Pajak Keaa Pagah { NPOFKR | angha o avwka 7 31 % fp
4 Bea Perolebon Hak fias Tansh don Sangunon yung Terutung 5% x angha 3 41 Pp

D jumial Setoean berdassrka

a  Parhitungan Wajib Paek

b STPD BPHTR / SKPD KURANG BAYAR / SK#D

KURANG RAYAR TAMBAHAN ¥ ey VArgEn
D ¢ PRAgUTINgan Mhitung sondir: meradt l !I | W pergasarkan Peraturan O Koo
L1
{LINALAM YAMG DMSETOR { dengar 3ngha | | drepan buruf | -

o ] &

{ berdasarkan perhitunga o4 dab pilihan ds D ) /

NN

IO .-, SRR PPN MENGETARL [ATERIMIA OLEr - Teiah diveritikas:
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTE AADAN PENDAPATAN DALRAH KAB BONE
Targgol
rama lengkap dar tands tangan rammy lengkap, stempel dant tangan nama iengkap, stempel dan ttangan anma lengkap, stempel dan 1. tangan

omsisi Pemsumess L 00 ETY BRI LLL 33 L

NS

setugss Bapends  |nop 288 baru GO BL Lo Bl Gl

SENSNER




Lampiiran : [l.a

Prosedur Pembayaran BPHTB oleh Penerima Hak dan / atau Bangunan

Uraian

Wajip pajak Selaku Penerima Pajak

Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan

1. Berdasarkan prosedur pengurusan akta
pemindahan hak, maka Wajip Pajak
menrima SSPD-BPHT dari PPAT.

2. Wajib Pajak membayar BPHTB terutang
dan menyerahkan SSPD-BPHTB kepada
bank yang ditunjuk / bendahara
penerimaarn.

3. Bank yang ditunjuk /Bendahara
penerimaan menerima pembayaran,
menanda  tagani SSPD  -BPHTB,
mengarsipkan SSPD-BPHTB Lembar 5
dan 6, dan menyerahkan SSPD-BPHTB
lembar 1, 2, 3, dan 4 kepada Wajip pajak.

4. Wajip Pajak menerima SSPD-
BPHTBlembar 1,2, 3,dan 4

5. Wajip Pajak kemudian mengajukann
permohonan  penelitian SSPD-BPHTB
kepada fungsi pelayanan

Dari Prosedur 1
(prosedur pengurusan
Akta Pemindahan hak

_l Membayar

et | TR

(Lembar 3)

_[—ELEmba.r 4)

Lembar 6)
SSPD-BPHTH

Y

Menerima pembayaran
BPHTB & menandatangani
SSPD-BPHTB

Llembar 1)

embar 5)
(Lembar 6)
SSPD-BPHTB
v—_..._———//’—d__‘
Lembar 1)
_ Lembar 2) i
Lembar 3)
Lembar 4) <
SSPD-BPHTB

Menyampaikan
permohonan penelitian
SSPD-BPHTB ke
Bapenda

I Llembar

4))SSPD-

Selanjutnya digunakan
dalam proses pelaporan




Langkah 1

Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk/Bendahara
Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan

kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima
dari Wajib Pajak.

Langkah 2
Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lembar
5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1 - 4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Langkah 3

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank yang
ditunjuk/Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses
berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone,




Lampiran : III. a

PEMERINTAH KABUPATEN BONE FORMULIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH PERMOHONAN PENELITIAN
JL. RW. MONGINSIDI NO. 5 TLP. 21106 SSPD-BPHTB
WATAMPONE
Lampiran . 1 (satu) set
Hal : Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti

Badan pendapatan Daerah
Kabupaten Bone

Yang bertanda tangan di bawah ini :
NamaWajibPajak &

NPWP O ODO OO IO OO

Alamat

Bersama ini menyatakan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan
Sebagai berikut

NOP N I I I O N O I O I N O

Alamat
Desa/kelurahan
Kabupaten/Kota

Terlampir dokumen sebagai berikut :

(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB disertai Bukti Penerimaan
Daerah (BPD)

(2) Foto kopi SPPT atau STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti Pembayaran PBB
Lainnya Tahun.................... )

(3) Foto kopi Identitas Wajib Pajak berupa.........cuvurenes

(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)

(5) Fotokopi Identitas Kuasa Wajib Pajak **)

(6) Fotokopi Kartu NPWP

) R ——————— - ——— R
Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB.
Keterangan :
................ 20
*) coret yang tidak perlu Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

) dalam hal dikuasakan

PENELITIAN |

Setelah melakukan pemeriksaan penelaan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari wajib pajak, dengan kami
menyatakan bahwa :
- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah
- Sesuai Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/dan bangunan telah
lengkap.




Lampiran : Ill.b

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL.R.W. MONGINSIDI NO. 5 TELP. 21106 FORM PENGAJUAN DATA

WATAMPONE

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami
mengajukan permitaan ddata terkait perolehan hak tanah dan/atau bangunan atas :

Namia Wajlb Pajale = ossmsrsseasmmnmso s sasssiys s ssves s saiis s i s e SRR

NPWP S EEIEENEEEN EEEERIEER

Serta data Objek Pajak atas :
Nomor Objek Pajak (NOP)  + [T [T ] (T 1T T]1 CTTT1 0O

Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Fungsi pelayanan




Lampiran : Ill.c

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH
DATA OBJEK PAJAK
JL. R. W. MONGINSIDI NO. 5 TELP. 21106
WATAMPONE

Dengan hormat,

Dibawah ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD-BPHTB, yaitu :

1. Nama Wajib Pajak

2. NPwP - OO O O T
3. Perolehan hak Selama Tahun Berjalan :

a.

b.

.

d.

€:
4. nomorobjek Pk vory L1 1 (1 J LT CTT1 CITT1 O
5. Letak tanah/bangunan : .........coeeeeeee 7. RT/RW

6. Kelurahan/Desa 9. Kabupaten/Kota : ....ccccceeiinnnnan

8.Kecamatan

Penghitungan NJOP PBB

NJOP PBB/ m2 (Diisi
Luas ( Diisi luas tanah dan
berdasarkan SPPT PBB tahun
Uraian atau Bangunan Yang Haknya o Luas x NJOP PBB/m2
di teh) terjadinya perolehan hak
iperole

. tahun......)
Tanah (bumi) 7 M2 9 11 Rp
Bangunan 8 M2 10 12 Rp
13 Rp

NJOP PBB
Semoga data ini dapat berguna dalam proses penelitian SSPD-BPHTB. Terima kasih

, 20

Fungsi Pengelolaan Data

& Informasi




Lampiran : 1II.d

; . . , ; Fungsi pengolahan Data &
Uraian Wajip pajak Selaku Penerima Hak Fungsi pelayanan Informasi
1. Wajip Pajak selaku penerima hak 5
menyiapkan dokumen terkait penelitia dokﬁncxylﬁzﬁ?nen
SSPD-BPHTB Wajip pajak kemudian terkait penelitian - Surat
mengajukan  formulir  pemohonan SSPD-RPHTR S Permohonan
penelitian SSPD-BPHTB yang dilampiri - (lembar 2) e SSPD-BPHTB
dengan SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3 pendukung
dan dokumen pendukung lainnya ke
fungsi pelayanan. .
2. Berdasarkan Formulir Pemohonan \ }3313"};‘{%
Penelitian SSPD-BPHTB yang diterima, Mengajukan data
Fungsi pelayanan Fungsi pelayanan Lampiran terkait objek
mengajukan data terkait objek pajak pendukung pajak
kepada Fungsi pPengolahan Data 8 Surat
Informasi dengan mengunakan Form m permohonan Form
Pengajuan Data. M penerbitan \l/ = : Pengajuan Data Base
Form Pengajuan Data Objek
3. Fungsi pengolahan data & Informasi Penelitian Data Pajak
menyediaka data terkait objek pajaak (lembar 4) SSPD-BPHTB g\
dengan membuka darta baseobjek SSPD-BPHTB
pajak . I
- Form pengajuan L L
Data (Terisi) 3 e
4, Fungsi Pengolahan Data & Informasi Igg:““_?ep;:??
mengisi data objek pajak pada Form ObtiikPaia;c
Pengajuan data. Fungsi pengolahan Lampiran
Data & Informasi kemudian pendukung J ,
menyerahkan Form pengajan data e .
kepada fungsi pelayanan. Form pengajuan Form Pengajuan
data terkait Data (Terisi)
5, Fungsi Pelayanan meneliti SSPD- (lembar 3) L—
BPHTB dan lampiran - lampiran SSPD-BPHTB Surat peermohonan
pendukukng berdasarkan data objek (ILembar 4) Penitian SSPD
pajak yang diterima dari Fungsi SSPS- SN RS
Pengolahan Data & Informasi. BPHTB BPHTB
6. Fungsi pelayanan menandatangani
SSPD-BPHTB dan menyerahkan
kepada wajib pajak.




LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KEPALA KANTOR BIDANG PERTANAHAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak

kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh PPAT kepada Kepala Kantor
Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbit Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan setelah pemindahan hak atas Tanah dan/atau Bangunan
setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di Kepala Kantor Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Waijib Pajak Selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang menyediakan dokumen - dokumen pendukung
pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak
menyerahkan dokumen - dokumen tersebut kepada PPAT.
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT)
Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas
tanah ke Kepala Kantor Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas untuk :
- Mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan
- Menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan yang telah terdaftar di Kepala Kantor Pertanahan.
3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah
wewenangnya. Dalam prosedur ini Kepala Kantor Pertanahan berwenang dan
bertugas untuk:
- Memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah; dan
- Memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.

C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak

menerima SSPD BPHTB lembar 2 dan 3. Sedangkan, Wajib Pajak memperoleh Bukti
Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat ( 2 ) atas pembayaran pajak penghasilan

melalui Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan SSPD BPHTB lembar
2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 ( 2) kepada PPAT.

Langkah 2

PPAT menerima SSPD BPHTB lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan
SSP PPh pasal 4 ( 2 ) dari Wajib Pajak. PPAT kemudian menyiapkan draft Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau bangunan. PPAT mengarsip SSPD BPHTB




lembar 2.

Langkah 3
PPAT mengajukan pendaftaran perolehan / peralihan hak atas tanah dengan
menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Baugunan, SSPD

BPHTE lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 ( 2 ) kepada Kepala
Kantor Pertanahan.

Langkah 4

Kepala Kantor Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran
perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Pertanahan kemudian menelaah
kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak Kepala Kantor
Pertanahan lalu memperbaharui database daftar kepemilikan hak atas tanah.

Langkah 5

Kepala Kantor Pertanahan mengarsip SSPD BPHTB lembar 3. Kepala Kantor
Pertanahan lalu menyerahkan draft akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada PPAT.

Langkah 6
PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 7
PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang
telah ditandatangani kepada Wajib Pajak.

Angkah 8
Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.




fampiran 1 ¢

SURAT SETORAN PAJAK DAERAM
BEA PERULAEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
{ SSPD - BPHTB )

Lembar 3
Untuk Kepala Kantor

BERFUNGS! SABAGA! SURAT PEMBERITAHUAN OBIEK PAJAK
PAIAK BUM! DAN BANGUNAN { SPOP PBE )

Rutang Pertanaban

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

PERHATIAN | wacane petuniitk pongsian Darts DARIMAT LRARANE WITIC N Teriehin ganply

Nama Wajb Pajak

1.4

~

NPWe

Alprnat Wapb Pajak

Kelurahan f Desa

5 RT{ RW - £ Hecamatan ¢

~ | B j

Kabupaten / Xota

8. Kode Pos

L13 LES |

Nomor Objek Pajak { NOP | PBS

wetak Tanah dan atau Banguren

T (I o £ 0

3 Keluraban / Desa

4. 8TIRW

5 Kecamatan 6. Kabupaten { Koia
Perhitungan NIOP PAS
[ RHw din Smg
uratan { diisi luas tanab dan ateu Banguracs vang | | diisl berdasarkan SPPT PBB tahun teradicys fsits x NJOF / mi2
haknya diperolen | perolehan hak / Tahun
Tanah { Buim | 7 me 9 it anpkn 7 x a0pka 9
Bangunan kB a’l 10 12 angin & « argha 140
NjnE PRA 13 angka 11 + angka 12
15 lenis peraleRan hak atas Jan atau bangunan [jj 14 Harga transakast / nitai pasay ]
18 Nomor Sertifikat
€ PERHITUNGAN BPHTA { Hanya diisi berdasarkan perhitungae Wajib Pajak |
1 hilat Perolehan Objek Pajar { NIDP | memperhatiken iilai pada 8.13 dan 8.14 1y @& HAgp.
2 Nilai Perolehan Objek Pajek Tidak Kena Pajak { NPOPTKR | 2| e Rp
3 Kl Pevorenan Dok Pagds Kena Pagad | RPGTER ) angha 1 angha 2 iy s Ap
4 Bep Perolebon Hak Atas Tanah dan Burgunan yang Terutang 3% ¢ anghka 3 41 s Ap
O Jumilab Setoran berdasarkan
2 Perhitungan Wajib Pajek
F! b STPD BPHTE / SKPD KURANG BAYAR / SKPD
KU RANSG BATAE TAMBAMAN T N Tahepal

Lt

L1 (1]

e

Pengurangan Siitung serdit meriad:

w Berdasarkan Feraturan KU Mot

JLIMALAH YANG DISETOR { denpon angha |

lr‘w l

{ berdasarkan perhitunga ¢ 4 dan pdihan

B

(<3

{ derpan busf

&
£

v
’

sy Rl s MENGETAHUT |

WANB PAJAK / PENYETOR PRAT / NOTARIS

sama lenzkap dan tanda tangan nama lengkap, stempet dan 1 angan

Tonggot: i

nama lengkap, stompet dan ©tangan

DITERIMA QLEH | Telah diverifikast

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTR BADAN PENDAPATAN DACRAH KA BONE

nyms tengiop, stempel dan & tangan

hanya diisi ofeh Nomaor Qokumen :

Petugas Bapenda NOP PEB bary




Lampiran : IV.a

Prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan Ha katas Tanah dan/atau Bangunan ke Kepala Pertanahan

Uraian

Wajib Pajak Selaku Penerima Hak

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kepala Kantor Pertanahan

2.

7

Berdasarkan Prosedur pembayaran dan
prosedur peneliian, Wajib Pajak menerima
SSPD-BPHTB Lembar 1, 2, dan 3. Wajib Pajak
lalu memberikan SSPD-BPHTB Lembar 2 dan
3 Kepada PPAT.

Berdasarkan transaksi pembayaran PPh di
Kantor Pelayanan Pajak juga menyerahkan
Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat (2) Kepada
PPAT.

PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan. PPAT Kemudian
menyiapkan pengajuan pendaftaran hak atas
tanah atau peralihan ha katas tanah. PPAT
mengarsipkan SSPD-BPHTB Lembar 2

PPAT menyerahkan Akta pemindahan Hak
atas Atas Tanah dan/atau Bangunan, SSPD-
BPHTB lembar 3, dan Bukti Penerimaan SSP

Pasal 4 ayat (2) kepada Kepala Kantor
Pertanahan .
Kepala KantorPertanahan menelaah

pengajuan dan  memperbaharui daftar
perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala
Kantor Pertanahan Mengarsipkan SSPD-
BPHTB Lembar 3.

Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan Akta
Pemindahan Hak Atas Tanah
dan/atauBangunan dan Bukti penerimaan
SSP Pasal 4 ayat (2) kepada PPAT.

PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak
Atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT
kemudian menyerahkan Akta Pemindahan
Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kepada
Wajib Pajak.

Dari Transaksi Dari Prosedur
pembayaran PPH Sebelumnya
di KPP

A

Bukti Penerimaan < i :. :

SSP Pasal 4 ayat 2 (1_. o

S embar 3)
SSPD-BPHTB

vV
Menyuiapkan
pengurusan
Pendaftaran Akta
(Lembar 1) (Lembar 2) l
Bukti Penerimaan (Lembar 3) SSPD-
SSP Pasal 4 ayat (2) BPHTB

Bukti Penerimaan SSP

pasal 4 ayat (2)

Akta penerimaan Hak
Atas Tanah dan

N

(Lembar 1)

{Lembar 3) SSPD-
BPHIB

Bukti Pemerimaan
SSP Pasal 4 ayat (2)

Akta Pemindahan
Hak Atas Tanah dan
Bangunan

W

Menviapkan & mednngajukan
pendafiaran Hak Atas Tanah atau
peralihan Hak Atas Tanah

N

{Lembar 3) SSPD-
BPHTB

(Lembar 1)

BuktimPenerimaan
SSP Pasal 4 ayat (2)

{Lembar 3) SSPD-
BPHTB

BuktimPenerimaan
SSP Pasal 4 avat (2)

Akt Pemindahan
Hak Atas Tanah dan
Bangunan

e
\

Menelash pengajuan dan
memperbaharui daftar
perolehan atau peralihan Hak
Atas Tanah

Akta Pemindahan
Hak Atas Tanah dan

Bukti Penerimaan SSP
pasal 4 ayat (2)

Akta Pemindahan Hak Atas <&

-

Bukti Penerimaan
SSP pasal 4 ayat
2)

Akta Pemindahan

Tanah dan Bangunan

I ———

N

Menandatangani Akta

N

bangunan

Pemindahan Ha katas tanah dan
bangunan

Hak Atas Tanah
dan Bangunan

i i




LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR  TAHUN 2024

TENTANG

TATA  CARA PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur peiaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank
yang ditunjuk / Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses
pelaporan yang dilakukan PPAT atas setiap akta pemindahan hak yang telah
diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan

pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke
rekening penerimaan kas daerah.

B. PIHAK TERKAIT

1. Bank yang ditunjuk
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak
melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Bank yang
ditunjuk berwenang dan bertugas untuk :

. Menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak;

. Menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara
Penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening
penerimaan kas daerah; dan

*  Menyiapkan Registrasi SSPD BPHTB

2. Bendahara Penerimaan

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk  untuk  menerima,

menyimpan,menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

uang

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas untuk :

* Menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme
penyetoran tunai,

* Menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening
penerimaan kas daerah;

* Menerima, Registrasi SSPD BPHTB dari Bank yang ditunjuk atas
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke
rekening penerimaan kas daerah;

* Menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak
yang melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan;

* Mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran;

* Menyiapkan Register STS; dan

* Mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk / Wajib Pajak.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang dan




bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

4. Fungsi Pembukuan & Pelaporan
Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi
BPHTB berdasarkan dokumen - dokumen yang diterima dari Bank yang
ditunjuk/Bendahara Penerimaan dan PPAT. Dalam prosedur ini fungsi
Pembukuan & Pelaporan berwenang dan bertugas untuk :
¢ Menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan;
Menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan;
Menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan;
Menerima Buku Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara Penerimaan;

Menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanahdan /atau
Bangunan dari PPAT; dan

¢ Menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS

C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang ditunjuk
Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD
BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB Lembar 6 atas setiap penerimaan

pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran
ke rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk
menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap
penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk
mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara
Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening
penerimaan kas daerah.

Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk.
Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku
Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat
penerimaan BPHTB ke dalam Register STS:

Langkah 5

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB
yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan
Pelaporan.

Langkah 6
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang
dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6.

C.2. Peiaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang ditunjuk

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB
lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak
secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.




Langkah 2
Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerimaan
mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran.

Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD
BPHTB. Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD

BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan &
Penyetoran, beserta Register STS kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4
Fungsi Permbukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang

dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran,
beserta Register STS.

C.3. Pelaporan Penerbitan Akta oieh PPAT

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya PPAT menyiapkan dan menandatangani
Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD
BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak.

Langkah 2
PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4
Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

C.4. Pelaporan Realisasi BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur C.1, C2, dan C3, maka Fungsi Peinbukuan & Pelaporan
menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB

lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan ILaporan
Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen - dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan
menyusun Laporan Realisasi BPHTB.
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Lampiran V.a

LAPORAN PENERIMAAN AKTA OLEH PPAT

Bulahicmansansisissmnss TahUN..eocccerenerrenreenens
Nama PPAT Cn e Kepada Yth.
Alamat S T R TS Kepala Badan Pendapatan Daerah
NPWP b Kabupaten Bone
Daerah Kerja ¥ RS
AKTA NAMA ALAMAT DAN NPWP LUAS (M2) SPPT PBB S5 SSPD BPHTB
o HARGA
NO BENTUK TRANSAKS!
PIHAK YANG JENIS DAN DAN TANGG
URUT PERUBAHAN PEROLEHAN/P | op —_— (Rp) KETERANGAN
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G HUKUM N MENERIMA ¥ TANAH % ENGALIHAN | ranun (Rp) (Rp)
MEMBERIKAN hAK R
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NAMA PPAT




PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Diluar Tabel

Nama PPAT : Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti.
Alamat : Alamat PPAT yang bersangkutan.
NPWP  : NPWP PPAT yang bersangkutan.

Daerah Kerja: Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan (Kabupaten Bone)
Kabupaten/Kota : Kantor Wilayah Pemerintah Daerah (Kabupaten Bone).
Bulan : Bulan bersangkutan

Tahun : Tahun bersangkutan ( 2011)

Didalam Tabel
Kolom 1 : Nomor urut pengisian table

Kolom 2 : Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang
bersangkutan.

Kolom 3 : anggal Pemburatan akta, pengisian menggunakan angka.
Contoh: tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 — 10 -
2011.

Kolom 4 : Bentuk perbuatan hokum.
Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.

Kolom 5 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan /memberikan.
Contoh : John beralamat di JI. AP. Pt. Rani No. 9 dengan NPWP
49.171.680.9-045.000 ditulis; John ( baris 1), Jl. AP. Pt. Rani No.9
( baris selanjutnya).

Kolom 6 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima ( cara
penulisan seperti kolom 5 )s

Kolom 7 : a. pabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis.

nomor hak dan kelurahan / desa sesuai yang
tercantum di sertifikat.
- Hak Milik =
- Hak Guna Bangunan =
- Hak Pakai =
Contoh : Hak Milik No. 373 / AP. Pt. Rani terletak
di Kelurahan Manurungnge
Ditulis :
- M.373 / Kelurahan Manurungnge
( apabila dialihkan seluruhnya )
- M.373 / Kelurahan Manurungnge
sebagian (apabila dialihkan sebagian )

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohi dari petuk
pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan
tanggal alat bukti hak yang bersangkutan.

Contoh : Verosponding Indonesia KOhir nomor 47
/465 masa pajak Tahun 1960 - 1964

Ditulis : V.I No. 47/465 Tahun 1960 - 1964

Contoh : Petuk Pajak C. No. 395 Bick I1.D persil 30

Ditulis : C. No. 395 Blok ILD ps. 30

Kolom 8: Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejeiasan dapat menyebut
kelurahan / desa yang bersangkutan.

Kolom 9 dan 10 : Diisi luas tanah dan atau bangunan yang dialihkan /
diperoleh / dibebani.




Contoh : jual beli tanah seluas 200 m2 dengan

bangunan lantai dasar seluas 50 m? dan
lantai satu seluas 25 m2.

Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75

Kolom 11 : Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.

Contoh : Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000,-
Ditulis : 100.000.000,-

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan
hukum pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa
membebankan hak tanggungan tetap dilaporkan.

Kolom 12 : Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040 - 0124.0/11-01
Ditulis : 021.002.040 - 0124.0/2011 ( dapat disambung kebawah
sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom )

Kolom 13 : Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB ( NJOP sebelum

dikurangi NJOPTKP pada tahunperolehan /pengalihan.

Contoh 1 : Pengalihan / perolehan seluruh Tanah yang

ada pada SPPT (NJOP sebagai dasar

pengenaan PBB) adalah Rp. 250.000.000,-

Ditulis : 250.000.000,-

Contoh 2 : Penghasilan / perolehan atas sebagian tanah dan
keseluruhan bangunan yang ada diatasnya Tanah seluas 100 m?
dan bangunan 25 m? adalah sebagian tanah

atau seluas 50 m? dan keseluruhan bangunan seluas 25 m?
( untuk 100 m? ) dan bangunan adalah Rp. 50.000.000,- (untuk 25
m?), maka:

- NJOP tanah seluas 50 m? : Rp. 100.000.000,-

- NJOP bangunan seluas 25 m?,-

Ditulis : 150.000.000,-

Kolom 14 dan 15 : Diisi tanggal pembayaran ( dengan angka seperti kolom 3 )

dan besarnya pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan
hak atas tanah dan atau bangunan ( data diperoleh dari pihak
yang mengalihkan ).

Kolom 16 dan 17 : Diisi tanggal pembayaran ( dengan angka seperti kolom 3 )

Kolom 18

dan besarnya pembayaran BPHTB.

: Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh

/dialihkan dengan keterangan.

a. Penuh / seluruhnya atau sebagian tanah dan bangunan yang

C.

diperoiehnya / dialihkan dengan keterangan.
Contoh : - Seluruhnyatanah dan bangunan
- Sebagian tanah dan seluruh bangunan

. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan

dokumen ke Kepala Kantor Pertanahan.
Diisi nomor daftar isian ( pendaftaran ) dan atau tanggal
penyampaian.
Contoh : -d.i301/4097 /11ata
- Tanggal 10-7 -2011
Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan




penerima hibah wasiat.
Contoh  : hibah wasiat dari ayah ke anak
Ditulis : ayah-anak




Lampiran : V.c

BENDAHARA PENERIMAAN :

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
REGISTER SSPD — BPHTB
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN

CONTOH DOKUMEN REGISTER SSPD BPHTB

NO

No. STS

Tanggal

Kode Rekening

Uraian

Jumlah

Penyetor Keterangan

2

4

5

7 8

Mengetahui / Menyetujui

Penguna Anggaran

Nama

Nip.

Bendahara Penerimaan

Nama
Nip.




Lampiran : V.d

SKPD
Periode

CONTOH FORMAT BUKU
PENERIMAAN DAN PENYETORAN

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BUKU PENERIMAAN

DAN PENYETORANBENDAHARA PENERIMA

NOMOR

Penerimaan

Penyetoran

TANGGAL

No. Bukti

Cara Pembayaran | Kode Rekening

Uraian

Jumlah

Tanggal

No. STS

Jumlah

Keterangan

2

3

4

5

9

10

11

Kas di Bendahara
- Saldo Awal
- Jumlah Penerimaan
- Jumlah yang Disetorkan

...............................

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan terdiri :

a. Tunai Sebesar
b. Bank Sebesar

C.

Lainnya

Mengetahui / Menyetujui
Pengguna Anggaran

Nama
Nip.

.............................

Kab. Bone, Tanggal
Bendahara

Nama
Nip



Lampiran: V.e

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

CONTOH DOKUMEN REGISTER STS

REGISTER STS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN
BENDAHARA PENERIMAAN :
NO No. STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8

Mengetahui / Menyetujui

Penguna Anggaran

Nama
Nip.

Kab. Bone, Tanngal
Bendahara Penerimaan

Nama
Nip.




mpiran : v.f

Prosedur PelaporanBPHTB
Uraian Bank yang Ditunjuk Bendahara Penerimaan Fejabar ,?:-?at;]uat e Fungsi Pembuatan & Pelaporan
1. Berdasarkan SSPD-BPHTB Lembar{ 5) Bank
vang ditunjuk menerbitkan nota kredit Dari Prosedur 2(Prosedur Dari Prosedur 2(Prosedur Dan prosedur
ataspenerimaan BPHTB dari Wajib Pajak. pembavaran BPHTB pembavaran BPHTB 4(prosedur
2. Bank yang Ditunjuk menyerahkan Nota Kredit pendaftaran Akta
ke Bendahara Penerimaan. ke kepala kantor
3. Berdasarkan SSPD-BPHTB Lembar (5) Bank E— bidang
yang ditunjuk menbuat register SSPD-BPHTB. Je N 7
4. Bank vang ditunjuk menberikan SSPD-BPHTB SSPD-BPHTB SSPD-BPHTB ;
Lembar (6) Dan Register SSPD-BPHTB ke {Lembar 3) (Lembar 6) SSPD-BPTB SSPD-BPHTB SSPD-RPMTR
Fungsi Pembukuan Dan pelaporan. e (Lembar 5) (Lembar 8) i el
5. Sementara itu, bendahara Penerimaan hak pe an
] ak atas tanah
Menerima SSPD-BPHTB Lembar (5) dan o
Lembar (6} atas Penerimaan pembayaran EuH
BPHTB secara tunai . Menerbitkan Nota Menerbitkan Nota
6. Bendahara penerimaan mencatat Penerimaan " mf;“"::;‘g;;rm P‘mi;"n‘::;’;:s . {
dan Buku penerimaan & penyetoran dan Menyiapkan R T =
membuat Register SSPD-BPHTB berdasarkan Register gsp[). { AR, Dl Souga-fngel yang I }
SSPD-BPHTB Lembar (6). BPHTB Laporan
7. Bendahara penerimaan kemudian N A penaristin m
n}enyex:a:hkan Register SSPD-BPHTB yang _Nﬁit‘_l Register SSPD- Nota Kredit i F“‘"I::Iﬂ*dﬁ'-h&‘R mmlh o
dilampiri dengan SSPD-BPHTB Lembar (6) ke BPHTB
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.
8. Sedangkan atas penerimaan Nota Kredit dari SSPD-BPHTB Register SSPD-
Bank vang ditunjuk, maka Bendahara (Lembar 8) Mencatat BERID
penerimaan mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Laporan penerbitan
dalam buku penerimaan & Penyetoran dan Pm::man SSPD‘;BP!;ETB akta perpindahan hak
Register STS. {Lembar 8 atas lanoh iter
©. Bendahar penrimaan kemudian menyerah kan m’mﬂ dan/bangunan g;%n- B“!m [‘a:g.:;‘n
buku penerimaan dan penyetoran beserta s sudas BPHTB penerbitan & penalcta
register STS kepada fungsi Pembukuan dan penystoran S
pelaporan. A SSPD- hak atas
10. PPAT menerima SSPD-BPHTB lembar (2) dan Registor SSPD- BPHTB ; : tanah
menyiapkan Laporan penerbitan Akta Ke Fungsi BPHTB (Lembar Regnaae LS dan‘bangunan
pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Pembukuan & 8) N
Bangunan Pelavoran SSPD-BPHTE Ke Fungsi
11. PPAT menerima laporan Penerbitan Akta (Lembar 8) Pembukuan
Pemindahan Hak Atas tanah dan Bangunan & Pelanoran
12. Fungsi pembukuan & Pelporan menerima Kefungsi
dokumen berupa Register SSPD-BPHTB pembukuan Menviankan
Lembar (6) Bukunpenerimaan & Penyetoran, & pelavoran inylap
Register STS, dan Laporan penerbitan Akta ApOran =
Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Retribusi PAD
Sasggonga Ke Fungsi
13. Berdasarkan Dokumen-dukumen tersebut. Peimbukusn & Laporan
: embukuan Bl
Fungsi pembukuan & Pelaporan menyusun Pl Retribusi Pad
laporan realisasi PAD. ‘/_J




LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR  TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA  PEMUNGUTAN BEA

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan SSPD BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi
Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan karena
BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB; tidak / kurang dibayar, salah tulis, salah
hitung, dan kena bunga / denda.

Prosedur penetapan SKPDKB BPHTB / SKPDKBT BPHTB merupakan proses yang
dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang dibayar
atas SSPD BPHTB dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun semenjak dibayar oleh Wajib
Pajak atau atas SKPDKB dalam jangka waktu 5 ( lima) tahun semenjak diterbitkan
oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan
mengelola database Daftar STPD BPHTB, Daftar SKPDKB BPHTB, Daftar SKPDKBT
BPHTB, dan Daftar Surat Teguran.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang berdasarkan
STPD BPHTB, SKPDKB BPHTB, SKPDKBT BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima
Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :
* Memeriksa SSPD BPHTB;
=  Menerbitkan STPD BPHTB;
. Menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB;
*  Menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB.

LANGKAH - LANGKAH TEKNIS
C.1. Penetapan STPD BPHTB

Langkah 1
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan
mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang
bayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda.

Langkah 3

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan
kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga,/denda. Fungsi
Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.




Langkah 4
Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang

tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD
BPHTB dicetak rangkap 2.

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB ( lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB ( lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB
yvang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai
dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah ( SKPD ) Kurang Bayar
BPHTB/Kurang Bayar Tambahan BPHTB.

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan
akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib
Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5
(lima ) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai
BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB
yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD
BPHTB yang kurang dibayar.

Langkah 3

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka
waktu 5 ( lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai
BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut.

Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian
menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.

Langkah 4 ‘
Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang
Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar ( lembar 2 ) dan SKPD Kurang
Bayar Tambahan (lembar 2 ).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar ( lembar 1) dan SKPD
Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB
Kurang Bayar yang telah dikirirkan kepada Wajib Pajak.




Langkah 8
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap
SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 9
Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar / SKPD Kurang Bayar Tambahan dan
membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB Kurang Bayar / SKPD Kurang Bayar
Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan :

- daftar STPD BFHTB;

- daftar SKPD Kurang Bayar;

- daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan.

Dengan menggunakan daftar - daftar tersebut, Fungsi Penagiha memantau Surat
Ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2

Selama 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan
melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar melunasi BPHTB yang
masih terutang. Pendekatan Persuasif, meliputi :

- menghubungi wajib pajak melalui telepon;

- mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan.

Langkah 3

Setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau
pembayaran pajak secara mengangsur oleh wajib pajak yang disetujui, maka
penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar
melunasi BPHTB yang masih terutang.

Langkah 4
Setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui,

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran ( lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran ( lembar 1 ) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7
Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

Langkah 8 ‘
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran
yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.
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Lampiran VI.a

STPD BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

NOMOR : Tahun:
Tanggal Penerbitan :

Jumilah Pajak yang terutang yang masih harus dibayar Rp....cocceeeveervevcnenne

Letak Objek Pajak
Kabupaten / Kota :
Kecamatan

Desa / kelurahan :
Alamat

NOP : NPWP :

Perincian Pajak yang Terutang

1. Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB / SKPDP Kurang Bayar /SKPDP kurang
bayar Tambahan Tahun.

Rp.

2. Telah dibayar tanggal. Rp.

3. Pengurangan . Rp.

4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3).

Rp.

5. Pajak yang kurang di bayar (anggka 1-angka 4).

Rp.

6. Denda Administrasi 2%x24 bulan xRp. {angka 5)

Rp.

7" Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1.

Rp.

8. Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7).

Rp.

Tanggal Jatuh Tempo : Tempat Pembayaran :

bangunan ( STP BPHTB ini harus dilunasi paling lambat
satu (1) Bulan sejak tanggal diterima.

2. Apabila setelah lewat tanggal utang pajak belum
dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan
dengan penerbitan Surat Paksa, dan lelang.

PERHATIAN Kabupaten Bone...........
1. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Kepala Badan Pendapatan Daerah




Lampiran: VIb

DAFTAR SSPD BPHTB Yang tidak / kurang dibayar

Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH

DAFTAR SSPD BPHT

Yang tidak / Kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

NO | NAMA DAN NOMOR & PAJAK SANKSI PAJAK KETERANGAN
ALAMAT WP TANNGAL YANG ADMINISTRAS! YANG
LETAK TANAH PENERBITAN | KURANG DI (Rp) MASIH
DAN / ATAU SSPD BHTB BAYAR (Rp) HARUS
BANGUNAN, NOP DIBAYAR
PBB (Rp) 4+5
1 2 3 4 5 6 7

Fungsi pelayanan

NIP.




Lampiran : Vl.c

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH

DAFTAR SSPD BPHTB
Yang Kurang dibayar
NO | NAMA DAN NOMOR & PAJAK SANKSI PAJAK KETERANGAN

ALAMAT WP TANNGAL YANG ADMINISTRASI YANG
LETAK PENERBITAN | KURANG (Rp) MASIH
TANAH DAN / SSPD BHTB DI HARUS

ATAU BAYAR DIBAYAR
BANGUNAN, (Rp) (Rp) 4+5

NOP PBB
1 2 3 4 5 6 7

Fungsi pelayanan

NIP.




Lampiran : VI.d

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DAFTAR Surat Teguran

BADAN PENDAPATAN DAERAH

DAFTAR SURAT TEGURAN
g VN 2 Li) (P
N | NAMA DAN | NOMOR& | PAJAK SANKSI PAJAK | KETERANGA
O | ALAMAT | TANNGAL | YANG | ADMINISTRAS | YANG N
WP LETAK | PENERBITA | KURAN 1(Rp) MASIH
TANAH N SSPD G DI HARUS
DAN / ATAU BHTB BAYAR DIBAYA
BANGUNAN (Rp) R (Rp)
,NOP PBB 4+5
1 2 3 4 5 6 )

DAFTAR Surat Paksa




| Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kepada Yth.
Nama

NOP
Alamat

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak berikut :

NOP, NO & TANGGAL
STPD, BPHTB/SKPDP ;
Jenis Pajak Tahun Pajak KURANG BAYAR /skpppl  12nggal jatub Tempo | Jumlah Tunggakan
KURANG BAYAR Pembayaran Pajak
TAMBAHAN (*)
Jumlah
(¥) Coret yang tidak perlu
( dengan huruf

Untik mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Dacrah, Nomor ... Tahun... tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada saudara agar melunasi Jumlah Tunggakan Pajak dalam waktu 21 (dua puluh
satu) Hari

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohonkan agar Saudara Segera melaporkan.

PERHATIAN

Kepala Badan pendapatan Daerah
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU Kabupaten Bone

21 (DUA PULU SATU) HARI SETELAH
TANGGAL SURAT TEGURAN INT.

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT,
TINDAKAN PENAGIHAN AKAN
DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN
SURAT PAKSA .

NIP.




Lampiran VL. F1

Bagan Alir 1 : Penetapan STPD BPHTB

Uraian

Fungsi Penagihan

Wajib Pajak

1. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya
maka fungsi Penagihan menginspirasikan SSPD-BPHTB
yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.

2. Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD-BPHTB
tentang yang sudah/kurang bayar,salah tulis. Salah
hitung dan kena denda bunga/denda.

3. Atas SSPD-BPHTByang terulang tidak/kurang bayar,
Salah tulis salah-salah hitung,dan kena bunga/denda
m,aka fungsi penagihan menerbitkan daftar SSPD-
BPHTB yang tidak kurang bayar, salah tulis, salah
hitung, dan kena bunga /denda. Fungsi penagihan
kemudian mengarsipkan daftar tersebut,

4, Fungsi Penagihan menerbitkan STPD-BPHTB
berdasarkan daftar SSPD-BPHTB yang tidak/kurang
dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena
bunga/denda surat Tagihan BPHTB dicetak rangkap 2.

5. Fungsi Penagihan mengarsipkan STPD-BPHTB (lembar
2).

6. Fungsi Penagihan mengarsipkan STPD-BPHTB (lembar
1) Kepada Wajib Pajak.

7. Funsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD-BPHTB
atas setiap Surat Tagihan yang telah dfikirimkan
Kepada Wajib Pajak.

8. Wajib Pajak membayarkan BPHTB tentang menurut
STPD-BPHTB sesuai dengan prosedur pembayaran
BPHTB.

Lembar ISTPD g

BPHTB
—

b

Proses
Pembayaraan
dan Lainnya
mengikuti
Prosedur
sebelumnya

Prosedur
Pembayaran
BPHTB

A4
SSPD-BPHTB

‘_r___

Memeriksa Pajuk tentang
vang/tidak kurang
dibayarSalah tulis, salah
hitung kena bunga/denda

W

Daftar SSPD-BPHTB yang ( A rsip
tidak kurang/buyar, Salah
tulis. salah hitung, kena
bunga‘denda

%

Menerbutkan STPD
BPHTB

Lembar 1
STPD BPHTB

Lembar 2 A rsip
<1 STPNDBPHTR
—

Mengirimkan Surat Tagihan
BPHTB Kepada wajib Pajak

Lembar 1
STPD BPHTB

Memper baharui
daftar STPD
BPHTB

v

Daftar STPD
BPHTB




Lampiran VI. F2

Bagan Alir 2: Penetapan SKPD Kurang Bayar / SKPD Kurang Bayar Tambahan untuk BPHTB

Uraian Wajib Pajak Fungsi Penagihan

1. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya Prosedur
maka fungsi Penagihan akan menginspirasikan SSPD- P"énpﬁy,ra;“
BPHTB yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. T

2. Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD-BPHTB yang 3 i
telah berjangka 5 tahun (lima) semenjak dibayar oleh ?‘hmﬁ"k“ 1:;‘““
wajib Paja. Fungsi penagihan Mememriksa nilai BPHTB Fang ;UANG Dayar
tentang yangb tercantum dalam SSPD-BPHTB tersebu. |
Atas SSPD-BPHTByang ternyata kurang bayar, Fungsi &

Penagihan kemudian menerbitkan daftar SSPD-BPHTB B SSPD P
yangb kurang dibayar. BPHTB Dalam jangka mgﬁ% kurang bayar vag
. X . . . wakiu 3 (lima) tahun kurang bayar masih kurang bayar

3. Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Semenjak dibayar
bayar yang telah berjangka 5 (Lima) Tahun semenjak Wajib Pajak \—(_
diterbitkan. Fungsi penagihan memeriksa nilai BPHTB
terutang yang tercantum dalam SKPD kurang bayar Menerbitkan SKPD Menerbitkan SKPD
tersebut. Atas SKPD kurang bayar yang masih kurang e;":r;; a{; 35 Kurang bayar
bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan daftar g
SKPD kurang bayar yang masih kurang bayar.

4. Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan N | S
menrbitkan SKPD Kurang bayar (rangkap 2) dan SKPD 2 =
kurang bayar Tambahan (rangkap 2) Lembar 1 SKPD > Lembar 2 SKPD Lembar | SKPD Lembar 2 SKPD

Kurang bavar Kurang bavar Kurang bavar Kurang bavar

5. Fungsi Penagihan mengarsipkan SKPD Kurang Bayar — e Gl
(lembar 2) dan SKPD kurang Bayar Tambahan (lembar 2) i N

6. Funsi Penagihan Mengirimkan SKPD Kurang bayar Menyerahkan SKPD Asip Menyerahkan Arsip
(lembar 1) dan SKPD kurang bayar tambahan (lembar 1) Kurang Bayar kepada SKPL? Rurang
Kepada Wajib Pajak wapp Pajok B ;Snia -

7. Funsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD kurang ¥
bayar atas setiap SKPD Kurang bayar yang telah Lembar | SKPD | Lembar 1 SKPD
dikirimkan kepada wajib Pajak. Kurang Bayar [ Kurang Bayar

T [ \

8. Funsi Penagihan memperbaharui Daitar SKPD kurang Lembar | SKPD Lembar | SKPD
bayar tambahan atas setiap SKPD Kurang bayar yang Kurang Bayar | Kurang Bayar
telah dikirimkan kepada wajib Pajak. Tambahan N_r’—d

9. Wajib Pajak menerima SKPD kurang bayar/ SKPD —

Kurang Bayar Tambahan dan membayar BPHTB tentang Menyerahkan Menyerahkan
sesuai dengan prosedur Pembayaran BPHTB. v KS“‘” SKPD Surat SKPD
urang Bavar Kurane Bavar
Proses
Pembayaraan ¢ ¢
d:rgr]:ga;:ﬁa Daftar STPD Daflar STPD
Prosedur BPHTB BPHTB
sebelumnya Tambahan




Lampiran VI F3

Bagan Alir 3: Penetapan Surat Teguran
Uraian Wajib Pajak Fungsi Penagihan
1. Berdasarkan prosedur penetapan Surat teguran
BPHTB/SKPD Kurang bayarTambahan, Fungsi penagihan
Prosedur Penetapan STPD

menyimpan.

- Daftar STPD BPHTB

- Daftar SKPD Kurang bayar

- Daftar SKPD kurang bayar tambahan

Dengan menggunakan daftar daftar tersebut, Fungsi
penagihan memeriksa surat ketetapan BPHTB yang akan
mendekati Jatuh Tempo

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo,Fungsi penagihan
menghubungi dan melakukan Pendekatan Persuasif
Kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih
terutang.

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh Tempo atas
permintaanm penundaan atau pembayaran Pajak secara
mengansur oleh Wajib Pajak Yang disetujui, maka fungsi
penagihan terus melakukan Pendekatan persuasive kepada
Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih kurang.

Selam 7 (tujuh) hari Sejak jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atas pembayaran Pajak secara mengansur oleh
Wajib Pajek yang tidak di setujui, maka fungsi Penagihan
menerbitkan Surat teguran (rangkap 2)

Funsi Penagihan Mengarsipkan Surat Teguran (rangkap 2)

Funsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1)
kepada wajib Pajak .

Wajib Pajak Menerima Surat Teguran.
Fungsi Penagihan memperbaharui daftar Surat Teguran

Atas setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib
Pajak.

e

Daftar
STPB
BPHTB

Daftar STPD

BPHTB/SKPD kurang bayar
SKPD Kurang bayar tambhan

Kurang
Bayar E

Daftar
STPD

Kurang
Bayar

N
Melakukan pendekatan sercra e
persuasive kepada Wajib Pajak
Disetujui

Permintaann
penundaan
pajak secsra
mengansur

Tidak disetujui

Menerbitkan Surat
Teguran

i
Lembar 2

Lembar 1 Surat
Teguran

-....__--""__

Lembar 1 Surat
Teguran

Mempetbaharui

Dafiar Surat
Teguran

Selam 7 (tujuh)
hari Sejak saat
jatuh tempo
Pembayaran
meliputi -
< menghubungi
wajib Pajak
Melalui telpon
mengirimkan
Surat
Pemberitahuan
dan himbauan.

Lembar 1 Surat
Teguran

A rsip




LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR  TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan
dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan BPHTB terutang dari
Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan
pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek
pajak. Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati
yang berisi tentang kriteria dan Kkategori pengurangan untuk daerah yang
bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi Pengolahan Data 8 Informasi sebagai
pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak diwilayah administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB
Terutang menurut Surat Ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan
sebelumnya.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :

- Menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan
pengurangan BPHTB;

- Menerbitkan Tanda Terima Pengajuan pengurangan BPHTB;

- Mengajukan data terkait cbjek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data &
Informasi;

- Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan; dan

_ Menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau
Surat Keputusan Pengurangan BPHTB.

3. Fungsi Pengolahan Data & Infornasi
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak; dan
- menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan.

C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri
dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan
BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanar menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB.
Fungsi Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan
Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.




Langkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan
dokumen tersebut, Fungsi Pelavanan kemudian mengajukan permintaan data
terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

Langkah 4

elayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan data &
informasi.

Langka 5
Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data. Fungsi

Pengolahan Data & informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari
database Objek Pajak.

Langkah 6

Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form Pengajuan Data dengan data
terkait objek pajak.

Langkah 7

Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data ( yang
telah terisi ) kepada Fungsi Pelayanan

Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB
berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan
juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan
ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Bupati.

Langkah 9

Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan :

- surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB ( untuk yang ditolak
atau,

- surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui ).

Langkah 10
Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11

Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB
( bagi yang ditolak ) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB ( bagi yang
disetujui } kepada Wajib Pajak.

Langkah 12 '
Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai
dengan prosedur pembayaran BPHTB.

Ditetapkan di Watampone
Pada tafggal,........ccoennenee. 2024
Pj. Bupsa{i Bone,

)

ANDI ISLAMUDDIN




Surat keputusan Penolakan pengurangan BPHTB Hal 1

Lampiran VIl.a

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR 2 suwammiuesnsmass

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANAGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN
YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Membaca : Surat permohonan penguranagan Bea perolehan Hak Atas tanah dan bangunan atau
TUEITLEL «eneneenensenessaessanemesmesansassassnesssassnssnsnnsnanmensssastassssssnsesnnsnnnsnnassssssrasnesenenrsnasarnee
FR 0075510 TSP TanBeal wivismsvsrsvarvemmsnsonsan

Menimbang :a. hasil pemiriksaan atas permohonan pengurangan Bea perolehan Ha katas Tanah dan

Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalan berita acara pemeriksaan :
Nomor

Tangpal &g
b. Bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besrnya bea
perolehan Ha katas Tanah dan bangunan yang terutang .
Mengingat : 1. Peraturan Kepala Daerah Nomor .... Tahun .... Tentang Bea perolehan Ha katas tanah
dan Bangunan.
2. Peraturan Kepala Kepala daerah Nomor ..... TabUt v tentang Pemberian
Pengurangan hak atas tanah dan bangunan.

....................

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
YANG TERUTANG.

PERTAMA . Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/menolak permohonan pengurangan
bea perolehan Ha katas tanah dan bangunan (BPHTB) yang terutang kepada wajib Pajak :
Nama wajib Pajak
Alamat




lainnya

KEDUA

KEEMPAT

Letak Objek Pajak 5 o O RN PR R N SN
Tahun BPHTB R R R T S S A SR S e
Akta perolehan ha katas tanah dan/atau bangunannya dengan :

Akta / Risalah lelang / Keputusan Pemberian Hak / Putusan hakim / dokumen

- Nomor L) e A A h R R S T R T A S P e A R R
- Tanggal e e T b S A R R A S R
NOP L e A A AR s e S S S S R
Letak Objek B s e S S A A AR A S S A e
Desa/Kel Y e A A AR R R SN R b e AR A R R

: Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, maka
Besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

a. BPHTB Terutang R suncsnmummmonnmmmmsnmnsnnmsmmtonsnin?
b. Besarnya Pengurangan (.........ceoceerveennennes ) | 4o J O TP
c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar RDlcsnumumumsomssenmmnansnmsssmssnssanss
(SEDESAL. ..covirrerecomiosnsnsasiansirasissisussssssavariosias }

: a. Asli Keputusan ini disampaikan Kepada Wajib Pajak .
b. Salinan keputusan ini disampaikan sebagai Arsip Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone.

Ditetapkan di .......ccoeimeerinnieeiosieieenieiinen
Pada tann@AL .....cosesurersensissmsaissnnssnsvssssssanis

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone

..............................................

*)  Coret yang tidak perlu
*¥)  Diisi sesuai keperluan




Lampiran VII B

Bagan Alir (2) : Penetapan SKPD Kurang Bayar / SKPD Kurang Bayar Tambahan untuk BPHTB

Uraian Wajib Pajak Fungsi Pelayanan
Prosedur Penetapan

1. Wajip pajak mengirimkan surat Pengajuan pgﬁ{;nm:m sm?,;ﬂm
Pengajuan BPHTB yang dilampirkan dengan surat ketctapan Bavar/kurang bayar
dokumen  pendukung  pendukung  Funsi neil tambabian
Pelayanan.

2. Fungsi penagihan menerima dokumen pengajuan 4
pengurangan BPHTB Fungsi penagihan Kemudian iyt
memberikan tanda terima pengajuan pengurangan Dilampiri Keterangan
BPHTB kepada Wajib pajak. D“TS’" BPHIB |

3. Fungsi Pelayanan mengarsipkan dokumen Peﬁmg Dol b1 Dol
pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen pengajuan Pendukung Pensdukung
tersebut. Fungsi pelayanan kemudian Pengurangan ——— Surat Pengajuan
mengajukan peermintaan data terkait objek Pajak Pengurangan Penguranagan BPHTE
dengan menyiapkan Forum pengajuan Data % BPHIB e

4. Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Mengajukan dary
data kepada fungsi Pengelolahan data & terkasit Objek Pajak
informasi . o G

5. Fungsi pengolahan data & Informasi menerima Mesnbeei (aida felas
forrrl::Z Pengajuan Data Fungsin pengelolahan data R DU Form Pengajuan
& Informasi kemudian menarik data terkait objek dep
Pajak dan data Base Objek Pajak. —

6. Fungsi pengolahan Data & Informasi mengisikan
Form Pengajuan Data dengan Data terkait Objek Mencladh dan thémeckes Form Pengajua
Pajﬁk- Pengajuan Pengurangan Data (terisi)

7. Fungsi Pengolahan data Informasi mengirimkan Penyimpanan data
Form Pengajuan Data dengan data (yang telah Terkait Objek Pajak
terisi ) kepada Funsi Pelayanan Arsip

8., Fungsi Pelayanan Menelash dan memeriksa Ditolak’
pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan Data Disotjun P ——
Objek pajak yang telah diterima Ditolak Diterima 7 Data (terisi)

O. Fungsi pelayanan menyiapkan Berita Acara Paling
Pemeriksaan Dan : Menerbitkan Berita Menesbitkan Berita Lambal 3

- Surat Penoclakan Pengajuan Pengurangan acra Pemeriksaan acara Pemcriksaan (tiga )
BPHTB (untuk yang ditolak) atau ; o e & Surat Keputusan oo L 2
- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB i Fenguagan Surat
(untuk yang disetujui). !lf }}““3‘““"‘&
. n Diterima
10. Fungsi Pelayanan mengarsipkan Berita acara Pm:.::n J
Pemeriksaan.
11. Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penclakan Surat Penolak & Surat
Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi yang Pengajuan BPHTB P;“::::;’;f
ditolakjatau Surat keputusan Pengurangan T Pengurangan P’::;‘;k“::n 3
BPHTB (bagi yang disertujui ) Kepda Wajib pajak BEHTB E ki

12. Wajip Pajak menerima surat ketetapan BPHTB s fate Komtusan :

i i Surat Penolakan Peng Berita acra
melaécukan Pembayaran sesuai dengan prosedur Pembayatan Pengajuan BPHTB BPHTB Pemerikian
pembayaran BPHTB. BPHTB

S




